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ABSTRAK

CATATAN

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor PM 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik
untuk Angkutan Barang di Laut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor PM 65 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di Laut,
perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tarif Muatan untuk
Kegiatan Subsidi Pengoperasian Kapal Angkutan Khusus Ternak.

Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 39 Tahun 2008;
PERPRES No. 7 Tahun 2015; PERPRES No. 40 Tahun 2015; PERPRES No. 70 Tahun
2017; PERMENHUB No. 4 Tahun 2018; PERMENHUB No. 122 Tahun 2018.

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang tarif Muatan untuk Kegiatan
Subsidi Pengoperasian Kapal Angkutan Khusus Ternak meliputi tarif subsidi
pengoperasian kapal angkutan khusus ternak untuk muatan ternak, tarif subsidi
untuk muatan kapal angkutan khusus ternak, dan tarif muatan kapal angkutan
khusus ternak untuk keperluan ekspor.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 26 Desember
2019 dan ditetapkan tanggal 20 Desember 2019.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor PM 182 Tahun 2015 tentang Tarif Muatan untuk Kegiatan Subsidi
Pengoperasian Kapal Angkutan Khusus Ternak (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1759) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 109 Tahun 2018 tentang
Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 182 Tahun
2015 tentang Tarif Muatan untuk Kegiatan Subsidi Pengoperasian Kapal
Angkutan Khusus Ternak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
1504), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



